BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Sinkronisasi norma antara regulasi daerah Kabupaten Bojonegoro dan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara vertikal pada dasarnya telah
terpenuhi karena tidak terdapat pertentangan norma yang mendasar.
Kewajiban pemeliharaan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU
LLAJ telah diakomodasi dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7
Tahun 2023 dan Perda RPJMD Nomor 11 Tahun 2025. Namun, sinkronisasi
tersebut belum optimal karena masih terdapat kekosongan pengaturan
teknis terkait waktu penanganan kerusakan jalan, pengawasan, pengaduan
masyarakat, dan ganti rugi korban, sehingga berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum.

Kelalaian Pemkab Bojonegoro dalam pemeliharaan jalan belum dapat
dikategorikan sebagai Omnrechtmatige Overheidsdaad (PMH Penguasa)
karena unsur kesalahan tidak terpenuhi secara meyakinkan. Melalui
program rehabilitasi, alokasi anggaran, dan pengawasan yang telah berjalan,
Pemkab terbukti menunjukkan iktikad baik. Hambatan di lapangan seperti
cuaca dan keterbatasan dana lebih tepat dinilai sebagai masalah efektivitas
pemerintahan ketimbang pengabaian hukum. Oleh karena itu, belum ada
dasar kuat untuk membebankan kewajiban ganti rugi saat ini, meski potensi
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tanggung jawab hukum tersebut tetap terbuka di masa depan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan penyesuaian regulasi
daerah terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui revisi
Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, dengan fokus utama menetapkan
batas waktu perbaikan jalan rusak secara pasti dan rigid. Regulasi tersebut
harus memuat ketentuan lini masa yang jelas seperti batas maksimal
pelaksanaan penambalan jalan atau pemasangan rambu darurat sejak
laporan diterima guna mengisi kekosongan norma teknis dan memberikan
parameter kelalaian yang terukur demi menjaga akuntabilitas Pemkab
sebagai penyelenggara jalan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu membangun mekanisme
kesiapsiagaan dan pertanggungjawaban yang konkret serta dapat diakses
oleh masyarakat, seperti kanal pengaduan resmi, tim tanggap darurat
kerusakan jalan, standar waktu penanganan yang terukur, serta anggaran
cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan klaim ganti rugi korban
kecelakaan akibat jalan rusak. Tersedianya mekanisme ini penting agar
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat terus mempertahankan itikad baik
dan langkah nyata dalam pemeliharaan jalan, sehingga potensi tanggung
jawab sebagai Onrechtmatige Overheidsdaad di kemudian hari dapat
dicegah, sekaligus memperkuat perlindungan hukum yang efektif bagi

pengguna jalan.
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